SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 121 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR DAN PETA JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi
Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Saleh Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Probolinggo, maka berdampak pada
perubahan kedudukan serta nama jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional pada masing-masing jabatan struktural sehingga perlu
disesuaikan kembali;

bahwa dengan adanya perubahan jenjang khususnya pada
jabatan fungsional serta perubahan jabatan pelaksana
dibeberapa Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan
penyesuaian kembali nomenklatur jabatannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Dan
Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan = Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);



6.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor S5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);



12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 121 Tahun 2019
tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 121), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta
Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun
2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 121 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN PETA JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 121 Tahun 2019
tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019
Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor
12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2019
tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 8A dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8B, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8B
Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 4

Januari 2021.

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran | dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




